
GUBERNUR SUIT{ATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 2I TA HUI{ 20 LO

TENTANG

STANDAR PERAWATANI PEMETIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR DI

LINGKUNGAN SEKRETARHT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan bermotor roda enam, roda

empat dan roda dua di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Utara, perlu diatur standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan

pendistribusian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan pelayanan tamu di

lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dialokasikan

Belanja perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di lingkungan Seketariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaKud dalam huruf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar

Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Mengingat : 1.

b.
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2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3930):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia a609);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Penntakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7 Seri

D);
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12. Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2009, tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

13. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2009 Nomor 33);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PERAWATAN/
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVTNSI SUMATERA
UTARA

BAB I
TUJUAN/SASARAN

Pasal 1

Menetapkan Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bertujuan untuk mewujudkan

efisiensi dan efeKivitas dalam rangka teftib administrasi

Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar

Minyak;

BAB II
TATA CARA PEMETIHARAAN / PERAWATAN

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas, sebagai

berikut :

a. setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun rencana

pemeliharaan Kendaraan Dinas ;
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b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Kendaraan

harus dengan sepengetahuan/persetujuan Kepala SKPD yang bersangkutan

dengan bentuk Nota Dinas Permohonan/Surat Permohonan, sebelum

diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola;

c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan

Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh

Kepala SKPD;

d. pengurus Kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis

kendaraan dinas milik daerah dalam kaftu pemeliharaan;

e. setiap pemeliharaan kendaraan dinas harus dilakukan inventarisasi bagi suku

cadang yang diganti agar dikumpulkan dan disimpan sebagai buKi

pemeliharaan (peftanggungjawaban);

f. pengurus Kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon faktur

dan kwitansi untuk pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

BAB III
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 3

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :

a. untuk kendaraan yang beroperasi di dalam kota Medan diberikan dalam

bentuk kupon;

b. untuk kendaraan yang beroperasi di luar kota Medan dihitung berdasarkan

jarak tempuh dan diberikan dalam bentuk uang kontan;

Pasal 4

(1) Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pool di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipergunakan untuk

kepentingan dinas diberikan dengan besaran sebagai berikut :

a. kendaraan Roda 6 (enam) dalam kota Medan sebanyak 20 (duapuluh) liter

s/d 30 (tigapuluh) liter per hari, apabila dioperasionalkan;
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b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Kendaraan

harus dengan sepengetahuan/persetujuan Kepala SKPD yang bersangkutan

dengan bentuk Nota Dinas Permohonan/Surat Permohonan, sebelum

diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola;

c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan

Surat Perintah Kefla/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh

Kepala SKPD;

d. pengurus Kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis

kendaraan dinas milik daerah dalam kaftu pemeliharaan;

e. setiap pemeliharaan kendaraan dinas harus dilakukan inventarisasi bagi suku

cadang yang diganti agar dikumpulkan dan disimpan sebagai buKi

pemeliharaan (peftanggungjawaban);

f. pengurus Kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon faKur

dan kwitansi untuk pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

BAB III
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 3

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :

a. untuk kendaraan yang beroperasi di dalam kota Medan diberikan dalam

bentuk kupon;

b. untuk kendaraan yang beroperasi di luar kota Medan dihitung berdasarkan

jarak tempuh dan diberikan dalam bentuk uang kontan;

Pasal 4

(1) Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pool di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipergunakan untuk

kepentingan dinas diberikan dengan besaran sebagai berikut :

a. kendaraan Roda 6 (enam) dalam kota Medan sebanyak 20 (duapuluh) liter

s/d 30 (tigapuluh) liter per hari, apabila dioperasionalkan;
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b. kendaraan Roda 6 (enam) luar kota Medan dihitung berdasarkan jarak

tempuh dan lamanya di daerah;

kendaraan Roda 4 (empat) dalam kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) liter

sld 20 (duapuluh) liter per hari, apabila dioperasionalkan;

kendaraan Roda 4 (empat) luar kota Medan dihitung berdasarkan jarak

tempuh dan lamanya di daerah;

(2) Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas operasional pejabat

di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan dengan

besaran sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) liter per hari dalam 5 (lima)

hari ke[a;

b. kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 4 (empat) liter per 5 hari kerja;

(3) Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk kupon seminggu

sekali;

Pasal 5

Untuk peftanggungjawaban pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi

kendaraan yang beftugas di dalam kota Medan dilakukan dengan melampirkan

bon pembelian dari SPBU, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas di luar

kota Medan.dilakukan dengan membuat tabel daftar tanda terima uang kontan

dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU dimana kendaraan tersebut

membeli bahan bakar minyak di daerah tempat bertugas;

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Biaya Pelaksanaan Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara;

d.
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Diundangkan di Medan

pada ianggal e9 q.^d.ra}. PAw

R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O1O NOMOR

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

I'lifai:nlr:rn rli lr4ad:nvrlLLgF/r\gr r vt I tvvur r

pada tanggal 93 Ma"re* &o tP

GTIBERNUR SI'MATERA UTARA-T

dto

SYAMSUL ARIFIN


